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Abstract 
Forest and peatland fires during the dry season can be caused or triggered by natural events and activities of 
companies engaged in plantations or human carelessness. Forest and land burning is a prohibited act because 
in addition to violating Article 50 of Law Number 41 of 1999 in conjunction with Law Number 19 of 2004 
concerning Forestry, it also violates Article 11 of Government Regulation Number 4 of 2001 concerning 
Damage Control and or Environmental Pollution Relating to Forest and / or Fire Fires, as well as Article 187 
and Article 188 of the Criminal Code. In this case the concept of strict liability was first introduced in 
Indonesian law through Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management. Which was subsequently 
amended by Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Legal issues that occur 
are about the investigation techniques of wetland forest fires and the use of an inverted evidence system in the 
criminal acts of wetland forest fires. This research is a normative legal research on the blurring of norms. Legal 
research is carried out using a statute approach and a conceptual approach. 
 
Keywords: Investigations; Forest Fires; Integrated Criminal Justice. 
 
Abstrak 
Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah 
dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. 
Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar 
Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran 
Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 
KUHP. Dalam hal ini konsep strict liability pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain 
melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU 
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan hukum yang 
terjadi adalah tentang teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah dan penggunaan sistem 
pembuktian terbalik dalam tindak pidana kebakaran hutan lahan basah. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum normatif terhadap kekaburan norma. Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  
 
Kata Kunci: Penyidikan; Kebakaran Hutan; Peradilan Pidana Terpadu. 
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PENDAHULUAN 
Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan 
berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor 
alami itu sendiri. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada 
satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki 
multi mata rantai, relasi yang sangat mempengaruhi secara sub sistem. Masalah lingkungan 
semakin lama semakin besar, meluas dan serius, ibarat bola salju yang menggelinding 
semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal/trans-lokal, tetapi 
regional, nasional bahkan sudah mendunia, sebagaimana permasalahan kabut asap yang 
terjadi di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian dan bagian kepulauan  
di Indonesia lainnya. 
Masalah kabut asap yang ditimbulkan sebagai dampak kebakaran hutan sudah meluas 
dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sebagai akibat dibukanya hutan untuk lahan 
perkebunan kelapa sawit, sehingga asapnya sudah menyebar ke negara tetangga, hal itu 
membuat beberapa penerbangan pesawat komersial yang dibatalkan penerbangannya dan ada 
pula beberapa sekolah yang diliburkan karena gangguan kabut asap tersebut. Fenomena 
kebakaran hutan dan lahan seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk 
berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan 
kepemilikan di lahan rawa gambut dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini 
kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan tetapi sebagian besar terjadi pada lahan-
lahan masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para Pengusaha dan 
Kelompok Masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan tempat tersebut sebagai sumber 
dari api-api liar yang berasal dari peremajaan rumput. 
Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain 
melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 
Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang 
Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. 
Penalisasi dalam sanksi pidana ini mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (actus reus), 
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pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa 
pidana (punishment) maupun tindakan (treatment).
1
 
Selanjutnya dalam hal ini konsep strict liability pertama kali diperkenalkan dalam 
hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”). Dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan 
secara tegas mengenai konsep strict liability. 
Apa yang dimaksud dengan strict liability? Strict Liability atau yang disebut dengan 
“bertanggung jawab mutlak” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak 
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis 
dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Konsep strict 
liability pertama kali diperkenalkan dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU 
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”). 
Pada Pasal 88 UUPPLH disebutkan secara tegas mengenai konsep strict liability:  “Setiap 
orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan 
Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau 
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak 
atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”  
Pada hakekatnya pertanggung jawaban pidana dibidang kehutanan diterapkan sebagai 
upaya represif dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan 
bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat 
dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak 
dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.
2
 Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik 
untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah penelitian hukum. 
 
 
 
                                                          
 
1
 Muladi dalam Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), “Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam 
Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending”, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 12, No.1, 
Januari 2020, hlm.61-76. 
 
2
 Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam tindak pidana kehutanan mengganggu kepentingan 
negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Ifrani, (2015), “Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan”, 
Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015, hlm.87. Lihat juga Ifrani, (2016), “Penerapan 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan”, Al-Adl: Jurnal Hukum, 
Vol. 8, No.3, September-Desember 2016, hlm.66 
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RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 
yang akan diteliti yakni bagaimana Penggunaan System Pembuktian Terbalik Dalam Tindak 
Pidana Kebakaran Hutan Lahan Basah? 
 
TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memahami lebih dalam terkait Teknik 
Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Lahan Basah serta menjelaskan lebih rinci 
mengenai Penggunaan System Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan 
Lahan Basah, masalah tersebut dikaitkan dengan beberapa teori sistem peradilan pidana dan 
konsep Strict Liability dalam permasalahan tersebut. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode normatif, dimana metode 
penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh 
bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait 
dengan permasalahan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundangan-undangan (statute approach) untuk memecahkan permasalahan 
yang ada. Disamping itu digunakan juga pendekatan konseptual (conceptual approach) yang 
dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi.
3
 Serta 
dengan pendekatan kasus (case approach) yang pelu dipahami oleh peneliti adalah ratio 
decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusan 
nya.
4
 
PEMBAHASAN 
Penyidikan Tindak Pidana dan Ajaran Hukum Pembuktian di Indonesia 
Sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa 
dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu 
pembuktian terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap 
"presumption of innocence" dan "non-self incrimination" dan ataupun bertentangan dengan 
asas yang berlaku. Dalam delik korupsi di Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni 
Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan 
                                                          
3
 Peter Mahmud Marzuki, (2015), Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 177. 
4
 Ibid, hlm. 158 
Al’Adl, Volume XII Nomor 2, Juli 2020                                           ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 
 
 
 182 182 
sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik 
yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang mengunakan sistem pembuktian negatif 
menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (zuivere 
omskering bewijstlast), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. 
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian 
“pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak 
untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan 
harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara 
yang bersangkutan dan Penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan 
dakwaaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa 
apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak 
pidana korupsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab 
Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaanya.
5
 
Polemik penerapan pembuktian terbalik yang sudah lama terjadi dan argumentasi 
hukum yang diungkapkan para pakar hukum di negeri ini tidak dapat dijadikan alasan 
penghambat penerapan pembuktian terbalik diatur dalam sebuah peraturan perundang-
undangan. Pemikiran-pemikiran yang hanya disandarkan pada pandangan positivisme hukum 
tidak bisa dijadikan sebagai tameng penghambat pengaturan asas pembuktian terbalik 
dituangkan dalam undang-undang yang baru. 
Apalagi menjustifikasi (membenarkan) pembuktian terbalik dianggap bertentangan 
dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dan asas non-self 
incrimination (sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan 
pidana). Asas pembuktian terbalik terbatas, meski tidak secara utuh, namun ruang 
permberlakuan asas tersebut cukup jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Tidak secara utuh disini, dimaksudkan bahwa, meski seseorang telah gagal 
membuktikan asal-usul harta kekayaannya yang patut dicurigai dari hasil tindak pidana, jaksa 
sebagai penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya diproses 
pengadilan.  
                                                          
5
 Martiman Prodjomidjojo, (1997), Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : 
Pradnya Paramita, hlm. 107 
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Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 
2001, Pasal 37 ayat (1), dikatakan bahwa: “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan 
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia 
tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh 
pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pada Pasal 37A 
ayat (1) dan (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik tersebut, dengan 
menegaskan bahwa:“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya 
dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang 
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”. 
Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan 
penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 
Meski memiliki ruang dalam memberlakukan beban pembuktian terbalik, namun 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tetap dibatasi 
ketentuan lain di dalamnya. Beban pembuktian terbalik tetap membebankan pembuktian 
kepada jaksa penuntut umum, meski si terdakwa gagal membuktikan asal-usul kekayaannya. 
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37A ayat (3), yang menyebutkan bahwa: 
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan 
tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, 
Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 
Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk 
membuktikann dakwaannya”. 
 
Selain ketentuan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, secara 
jelas juga telah memberikan amanat agar penyelenggara negara menjelaskan asal-usul 
kekayaannya apabila dimintai keterangan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara 
Negara (KPKPN). Disamping itu, dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, disebutkan bahwa: 
“Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau 
Seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari Korupsi, 
kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga 
meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
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Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh 
dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu 
dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.
6
 Pembuktian 
tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian 
yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana 
akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang 
didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. 
Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda 
dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.  Tujuan dan guna 
pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:
7
 
a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim 
yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah 
sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. 
b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk 
meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa 
dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk 
itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti 
yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut 
bukti kebalikan. 
c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang 
ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ 
terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. 
Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (Negatief 
Wettelijk), menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti 
serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus 
disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang 
dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang 
ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-
                                                          
6
 Hari Sasangka dan Lily Rosita, (2003), Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar 
Maju, hlm. 11 
7
 Ibid. hlm. 13. 
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alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri 
sendiri-sendiri. 
Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tugas hakim adalah untuk mencari dan 
menemukan kebenaran yaitu bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa benar-
benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu di 
depan persidangan hakim berupaya merekonstruksi kebenaran peristiwa yang ada. 
Merekonstruksi peristiwa adalah membuktikan kebenaran peristiwa tersebut. Masalah 
pembuktian ini merupakan masalah yang pelik (ingewikkeld) dan justru masalah pembuktian 
menempati titik sentral dalam hukum acara pidana.   
Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
8
 Sedangkan Menurut Bambang 
Poernomo pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau aturan undang-undang 
mengenai kegunaan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian 
masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang lain yang diduga melakukan 
perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku 
untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 
Dilihat dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan inti dari hukum 
pembuktian adalah : 
a. Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman 
mengenai cara-cara untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa 
yang dibenarkan oleh undang-undang. 
b. Hukum pembuktian mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan 
hakim dan diakui undang-undang yang digunakan untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa. 
c. Hukum pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur cara menggunakan maupun 
menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. 
Secara teoritis teori tentang pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu : 
1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief 
wettelijke bewijs theorie). Menurut D. Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah, 
bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positief 
                                                          
8
 Yahya, Harahap, (2009), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 36 
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wettelijke) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim 
dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.
9
 Menurut 
sistem ini, dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal 
beberapa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara  positif. 
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya 
jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-
undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga 
teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). 
2. Sistem atau Teori Pembuktian Negatif. Menurut sistem ini hakim dapat memutuskan 
seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan 
secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal 
itu.
10
 Perkataan negatif dipakai untuk menunjukkan bahwa adanya bukti-bukti yang 
disebutkan dalam undang-undang dan cara mempergunakannya, belum berarti hakim 
harus menjatuhkan hukuman. Hal tersebut masih tergantung dengan keyakinan hakim 
atas kebenarannya. 
3. Sistem atau Teori Pembuktian Bebas. Menurut sistem ini, hakim tidak terikat pada 
alat-alat bukti yang sah dimana bila ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan 
terdakwa yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh 
pengalaman. Teori yang disebut juga confiction intime ini merupakan suatu 
pembuktian yang walaupun tidak cukup bukti, asalkan hakim yakin maka hakim dapat 
menjalankan dan memidana terdakwa 
4. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis. 
(La Confiction Raisonnee). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang 
bersalah atas dasar keyakinannya, yang mana keyakinan itu harus berpijak pada dasar-
dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada 
peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu. Sistem atau teori pembuktian jalan 
tengah atau yang berdasar pada keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah ke 
dua jurusan, yang pertama tersebut diatas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim 
atas alasan yang logis (Confiction Raisonnee) dan yang kedua ialah teori pembuktian 
berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie). 
                                                          
9
 Andi Hamzah, (1996), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 269. 
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Persamaan diantara keduanya ialah keduanya berdasar atas keyakinan hakim, artinya 
terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. 
Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, 
tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang 
tidak didasarkan kepada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu 
pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang 
mana yang ia pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan 
pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang tetapi hal itu harus diikuti 
dengan keyakinan hakim.
11
 
Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak  Pidana Kebakaran Hutan Lahan Basah 
Pada kenyataannya tindak pidana kehutanan merupakan kegiatan yang banyak terjadi 
dalam praktek hukum Indonesia.
12
 Adapun penegakan tindak pidana kehutanan yang baik 
perlu diwujudkan mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat seiring dengan 
perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang.
13
 
Bahwa kualitas lingkungan yang semakin rusak tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan 100% 
kembali seperti sediakala.
14
 Sehingga upaya pemulihan pun harus dimaksimalnya, atas dasar 
ini banyak ahli-ahli hukum menawarkan model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian 
perkara tindak pidana lingkungan hidup, yang secara substantial lebih efisien (dari segi biaya, 
tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan pemulihan lingkungan.
15
 
Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal 
yang bersifat pemberiaan maaf (execulpatory considerations) dan sebagai akibat pengaruh 
moral philosophy dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral 
(moral culpability) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip 
tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan 
perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada 
                                                          
11
 Ibid 
12
 Ifrani, F.A.Abby, A.H.Barkatullah,  Yati Nurhayati, M.Yasir Said, (2019), “Forest Management 
Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and 
Prosperity of the Local Community”, Resources, Vol. 8 (Issue 2), hlm. 78. Lihat juga Ifrani dan Yati Nurhayati, 
(2017), “The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact 
Toward Global Warming”, Sriwijaya Law Review, Vol.1 Issue.2, July 2017, hlm.157-167. 
 
13
 M. Yasir Said dan Ifrani, (2019), Pidana Kehutanan Indonesia, Bandung: Nusa Media, hlm. 1-8 
 
14
 Stewart, Richard and James E Krier dalam M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), “Paradigma 
Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan”, Jurnal Al Adl Volume VII 
Nomor 1 Januari 2020, hlm. 40 
15
 Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak 
Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan”, Jurnal Al Adl, Vol 8, No 1, 
Januari-April (2016), hlm.1 
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adanya unsur kesalahan. Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau 
liability on foult or negligence atau juga foult liability, merupakan reaksi atas model 
pertanggungjawaban mutlak atau strict liability yang berlaku pada zaman dahulu. 
Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan 
sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu 
kesalahan (negligence) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu 
kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang 
disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab 
secara moral (moral responsibility) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (legal 
liability). 
Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). 
Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan 
sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap 
batinnya. “Strict liability pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. 
Sebagian hakim berpendapat asas mens-rea tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus 
pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas mens rea untuk setiap 
kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu 
dipertimbangkan untuk menerapkan strict liability terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek 
peradilan yang menerapkan strict liability itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam 
membuat undang-undang”.16 
Doktrin strict liability dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang 
menyatakan :
17
 
“…dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu 
keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan 
keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakanya pengenaan pidana, 
sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan 
pidananya cukup dengan strict liability. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya 
kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak 
mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan 
pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas 
terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud 
untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.” 
                                                          
16
 Djoko Prakoso, (1987), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 
hlm. 75 
17
 Roeslan Saleh, (1983), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam 
Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 65. 
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Dikaitkan dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada strict liability karena 
menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 67 menyatakan bahwa :  
“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Sementara itu, 
yang dimaksud dengan „orang‟ diatur dalam Pasal 1 angka 32, menyatakan bahwa : 
“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.  
Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan 
hukum. Pemikiran untuk menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut, 
tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam tindak pidana ekonomi. Perusahaan atau industri 
yang mempunyai kecenderungan untuk mencemarkan atau merusak lingkungan hidup adalah 
merupakan badan hukum atau korporasi. Maka dari itu, korporasi harus 
mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan jika memang terbukti melanggar 
hukum lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. 
Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan 
mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian 
perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan 
Saleh, menyatakan bahwa: “Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang 
mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang 
tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari 
pada dipidananya si pembuat/pelaku”.18 
Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu 
melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut 
seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu  :
19
 
1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus 
ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan  
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau 
kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif. 
                                                          
18
 Ibid. 
19
 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit., hlm. 31.   
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Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu korporasi yang diduga melakukan tindak 
pidana pembakaran hutan bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah 
terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. 
Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip 
utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (schuld) pada pelaku yang mempunyai 
tiga tanda, yakni: 
1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan 
(toerekeningsvatbaarheid van de daderi).  
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa 
kesengajaan atau kealpaan.  
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertangungjawaban bagi si pembuat 
atas perbuatannya itu”. 
Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang 
yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan 
menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa 
orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan 
normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya 
sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.
20
 
Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran 
tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, 
sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :  
a. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit 
berubah akal tidak boleh dihukum.  
b. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang 
sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan 
menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.  
c. Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 
Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci 
ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, 
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misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa:
21
 “Orang yang mampu bertanggungjawab 
harus memenuhi setidak-tidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : 
1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;  
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan 
masyarakat;  
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. 
Selain strict liability, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur 
kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum 
berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini 
menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada 
unsur kesalahan yang dilakukannya. 
Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian 
hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan 
dalam masyarakat. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori pertanggung jawaban 
berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) yaitu mengenai tidak ada pidana tanpa 
ada kesalahan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan pastilah dapat 
dihukum. Seseorang yang melakukan pembakaran hutan, apabila dapat dibuktikan dirinya 
adalah pelakunya, maka pidana harus dijatuhkan kepadanya.  
Namun, sebaliknya apabila tidak ada satu bukti pun yang mengarahkan bahwa diri 
seseorang itu bersalah, maka dirinya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Begitu juga 
dengan sebuah korporasi yang diwakili oleh seorang pengurus perusahaannya, apakah yang 
melakukan tindak pidana pembakaran hutan ataukah orang yang menyuruh, membantu, ikut 
turut serta, dan memberikan perintah untuk itu, maka dirinya dapat dihukum dan dikenakan 
sanksi tindak pidana pembakaran hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan. 
Dalam hal mengajukan tuntutan hukum, Jaksa Penuntut dapat menggunakan baik itu 
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ataupun Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
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PENUTUP 
Teknik penyidikan tindak pidana kebakaran hutan lahan basah pada dasarnya tidak 
berbeda dengan tindak pidana lain, tetapi ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan 
dalam tataran aplikatif, seperti mengenai pembuktian terbalik yang diterapkan dalam 
menyelesaikan tindak pidana kebakaran hutan. Ketidakbiasaan penyidik menggunakan sistem 
pembuktian terbalik mengakibatkan tidak maksimalnya penyidikan dalam tindak pidana 
kebakaran hutan. 
Penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana kebakaran 
hutan lahan basah, sebenarnya memudahkan penyidik dalam menyelesaikan penyidikan, 
tetapi diperlukan kesiapan dari segi perangkat penyidikan untuk memaksimalkan hasil 
penyidikan dengan membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. 
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